PEMERINTAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN KUALA BETARA
MUARA DELI

i, Datuk M. Ahlm A, Ganl Emall Aualabetara@taniobbatkaliaodd Kode Pos 6561

Muara Dell, 24 Jull 2026
Nomor + 400, 14.5,5/60/KUBE/SRKNVIN2026

Sifat : Panting
Lampliran 1 (satu) Borkas
Hal ' Monyampalkan SK Kelombagaan dan 8K Penunjukan

Operator PPID Polaksana Kecamatan Kunln Botara

Kepada Yth.

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Cq. Kepala Dinas Kominfo

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

di-

Tempat

Menindaklanjutl Surat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 500.12.18.1/99/KOMINFO/VI/SRK/2026 tanggal 23 Junl 2025 Perihal Penguatan
Kelembagaan PPID Tanjung Jabung Barat.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kaml sampalkan SK Kelembagaan dan
SK Penunjukan Operator PPID Pelaksana Kecamatan Kuala Betara, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas pehatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT KUALA BETARA

BADAI PERMANA. S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19861113 200701 1 001

Dokumen Inl telah ditandatangani sacara eloktronlk manggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balol Besar Sortifikasl Eloktronik (BSTE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN KUALA BETARA

MUARA DELI
Jo. Datuk H. Abim A, Gani Email kualabetara@ tanjabbarkabzoid KodeV " e

KEPUTUSAN CAMAT KUALA BETARA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN KUALA BETARA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

layanan informasi publik pada Aplikasi
kumentasi (PPID) Kecamatan Kuzla
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibuat penunjukan
Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana untuk mengelola, mengoperasikan, melakukan pemutakhiran
informasi dan dokumentasi serta menyediakan informzsi dan
dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2
diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuala Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kuala
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang -a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Do

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dazlam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat
I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4843); i




Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

-

lfl\dtmg-umlung Republik Indonesin Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 20Q8
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubh_k
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor S Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 Nomor S5);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Surat Keputusan Camat Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kuala Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.




KEDUA

KETIOA

KEENAM

MEMUTUAKAN

Menuniuk Operatar Pejabat Pengelola Infurmast dan Dokimentasl Pelakaain

pada Kecamatan Kuala Detara Kabupaten Tanjung Jabing Harat, no gl
berikut '

NAMA PFIQRE HUDA
JARATAN PIRK Kecamatan Kuala Hetara

Operator — Pejabat  Pengelola  Informast  dan Dokumentast — Pelaksann
sebhagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyal tgas nebagal
berikut

a. mengelola dan mengoperastkan Aplikast PEID Pelaksana pada Peranghat
Daecrah,;

b welakukan pemutakhitan informasi dan dokumentast pada Aplikast D
Pelaksana,

¢, melayani permintaan informast dan dokumentast pada Aplikast P
Pelaksana;

A membuat laporan harian pelaksanann monitoring terhndap aplikast PRI

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusian it dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabuang
Rarat.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian harl ternyata terdapat kekellrnan di dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perbatkan sobagalmana mestinva,

Ditetapkan di Kuala Detara

gaal, 14 dull 2028




y PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN KUALA BETARA

D MUARA DELI
n. Datuk H. Ahim A. Ganl  Email kualabetara@tanjabbarkab.godd Kode Pos 36556

R ————
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KEPUTUSAN CAMAT KUALA BETARA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2026

+ TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN KUALA BETARA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang +a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik pada Aplikasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kuala
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibuat penunjukan
Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana untuk mengelola, mengoperasikan, melakukan pemutakhiran
informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan
dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuala Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Kuala
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tcbo.
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang /
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia



‘ e TET—— _———— ‘
Tahun 2008

Nomor 58,
Nomor aB42), v Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Un .

Kc:l':;:":‘::::‘l\"':afR"l‘“h“k Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Tehun 3008 N(‘)" un‘u(mlil Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); nor 61, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia

S. Undang-undan
& Republik Indonesis 25 200~
Pelayanan Publik (Lembaran e AW By i g

’ Negara Republik Indonesla Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 65038);

Undm\g-Un(Innu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lambaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor
1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 Nomor 5); .

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

g

o




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEENAM

'L Burat  Keputusan Camat Kuala Betara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor ; Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasl Pelaksana pada Kecamatan Kuala
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pclaksana'
pada Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, scbagai
berikut :

NAMA ¢ FIQRI HUDA
JABATAN + TKK Kecamatan Kuala Betara

Operator Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pclaksanaf
scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagal
berikut :

a. mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada Perangkat
Daerah;

b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID
Pelaksana;

c. melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID
Pelaksana;

d. membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap aplikasi PPID;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kuala Betara

-

yARAL PERMANA,
RO IR

PIORBI3 200701 1 0001




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEENAM

: 1. Surat Keputusan Camat K ,
Jabung Barat Nomor : uala Betara Kabupaten Tanjung

Tah
Informasi dan Dokumenta un 2025 tentang Pejabat Pengelola

si Pelaksana pada Kecamatan Kuala
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Bemxt.p

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

pada Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai
berikut :

NAMA : FIQRI HUDA
JABATAN : TKK Kecamatan Kuala Betara

Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

scbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada Perangkat
Daerah;

b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID
Pelaksana,;

c. melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID
Pelaksana;

d. membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap aplikasi PPID;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kuala Betara
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